BAB |
PENDAHULUAN

[.1. Latar Belakang

Daam kehidupan manusia, tanah mempunyal kedudukan yang sangat
penting, sebab sebagaimana kehidupan manusia mash m antungkan
penghidupan dan penghasilannya pada tanah, baik sebagai @np aupun

sebagai bidang pertanian, industri, pemukiman dan perdag ana

dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Untuk itu kebutuhan akan tanah cenderung ingkat, karena, tanah

merupakan sarana penunjang segala aktifitas kehidupan usia yang selalu
bertambah seiring dengan pertambahan p duk ‘yang pesat. Ini membuat
semakin berkurangnya keberadaan tanah.itu unt arap, emukiman,
dan lain-lain sehingga memicu ein l@'a unt uat penguasaan
dan kepemilikan atas tanah.

Sejalan dengan hal distas ma r merupakan permasalahan
saat ini. Disatu sisi tanah
merupakan bnan pertanian dan industri, dilain pihak

tanah menyangkut ju spek Kehidupan bagi warga masyarakat, oleh
tid ya memiliki nilai ekonomis untuk kesejahteraan

m gkut masalahvsosial, politik, dan pertahanan keamanan maka, harus

disertai dengan memperhatikan masalah kesgjahteraan warga masyarakat secara

keseluruhan. K esgjahteraan warga masyarakat merupakan hal yang paling penting
yang harus diperhatikan oleh suatu negara, tidak terkecuali Bangsa Indonesia
yang memang segjak dahulu menginginkan hal itu. Untuk itu didalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 masal ah kesejahteraan bagi masyakat Indonesiatelah
diatur oleh Negara, pada aenia ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
yang berbunyi:

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
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darah Indonesia dan untuk memajukan kesgahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berdaulatkan rakyat dengan berdasarkan kepada:
Ketuhanan Y ang Maha Esa, Kemanusiaan Y ang Adil Dan Beradap, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan u Keadilan
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Selain itu dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 19©4 enal
Kesgahteraan Bagi Bangsa Indonesia, dalam pasal inidi % a semua
tanah di seluruh wilayah kedaulatan Bangsa Indon dipergunakan sebesar-
besarnya bagi seluruh rakyat, yang berbunyi:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang t didalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk seb nya @

Dimaksudkan bahwa bumi d kekayaan g terkandung

m a% raky Itu harus dikuasai
besamya kemakmuran r !
Daam hal ini t y
kekayaan al dan nsu
diperlukan pengatur am

yang merupakan salah satu
pagi  kehidupan manusia, untuk itu
tanah tersebut. Untuk mengatur ini

a da%engunakan untuk sebesar-
dalan

ukan peng

Qmenakomodir setigp persoalan maupun kepentingan dibidang pertanahan. Salah
satu pengaturan yang berlaku dalam UUPA mengenai pembangunan mengenai
pembangunan berbaga fasilitas untuk kepentingan umum adalah pasal 18 yang
pengaturannya melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
dengan Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasional

! Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
Hlm. 77.
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Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pengertian pengadaan tanah
menurut Pasal 1 angka | Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 menyatakan
bahwa:
"Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapat@an ah cara

Sedangkan pengertian kepentingan umum yang : 1S3 angka 3
Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 berbunyi:
"Kepentingan umum adalah kepentingan u seluruh lapi

Adanya Keputusan Presiden No, 55 T tentang gadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untu epenti apkan pada
tanggal 17 Juni 1993, yang bertujua @ ik gatu hak atas tanah

ang bak am Undang-Undang

o
( & k@% Bangsa dan Negara serta

as tanah dapat dicabut, dengan
enurut tata cara yang diatur dengan

Dalam hal ini tentunya diperlukan suatu usaha peralihan hak atas tanah dari pihak
yang mempunya hak atas tanah kepada pihak yang membutuhkan tanah.
Pengalihan hak atas tanah ini tentunya memerlukan suatu pendekatan terpadu,
selaras, dan seimbang agar tidak terjadi keresahan-keresahan dalam kehidupan
masyarakat itu sendiri. Agar rencana pembangunan itu dapat berjalan dengan baik
sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah maka rencana pembangunan
tersebut tentunya diperlukan adanya kesepakatan antara pemerintah atau badan
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hukum dengan masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah, sehingga akhirnya
pembangunan tersebut dapat berguna bagi kepentingan masyarakat secara umum.
Pembangunan untuk kepentingan umum apabila ditinjau dari Keputusan Presiden
No. 55 Tahun 1993, maka ada pembatasan untuk kegiatan pembangunan yang
dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah dan badan hukum, yaitu antara lain
sebagai berikut:

a. Jalan umum, saluran pembuangan air;

b. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya teer i
¢. Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan m ak%
d. Pelabuhan atau bandar udara dan terminal;
e. Peribadatan;

f. Pendidikan atau sekolahan;

g. Pasar umum atau INPRES; X ®

h. Fasilitas pemakaman umum; S @

i. Fasilitas keselamatan umuai ang%%gulan bahaya banjir,

|ahar dan lain-lain bencang;

A

j. Pos dan telekomunik %
k. Saranaol : \

Pada klausula ini mempunyai nilai positif yaitu untuk mengantisipasi
kemungkinan hal-hal baru yang timbul dan belum tercakup oleh pengertian
kepentingan umum yang dirumuskan sebelumnya. Namun dapat juga
menimbulkan suatu kesan negatif, dimana ruang lingkup dari kepentingan umum
ini "dapat diatur" dan "dapat dipermainkan sedemikian rupa’ sehingga percuma
sga ditentukan dalan suatu daftar panjang seperti yang tercakup pada Pasal 5 ayat
(1) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, jika akhirnya suatu kepentingan
dapat sgja dijadikan sebagai kepentingan umum.
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Maksud dari pengertian tersebut diatas diperlukan suatu kegiatan yang pada
intinya dilakukan dengan suatu permusyawarahan untuk dapat melepaskan
hubungnan hukum dari seorang pemegang hak atas tanah dengan tanah yang
dikuasainya. Hubungan ini dapat dilakukan dengan cara pelepasan atau
penyerahan hak atas tanah. Adanya pelepasan atau penyerahan hak atas tanah

tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti

musyawarah"

Sesuai dengan prinsip UUPA dalam hubung
K eputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 ayang aktif ah pemegang hak

kepada panitia yang mewakili

in
dibuatnya secara sukarela tanpa ada p at
hapusiah hak aas tanah yan ~u .
dengan apa yang diatur dal '

hak dari pemegang h

merupakan Hak 2 *\ ia(HAM @

Dalam pengadaan tan ada hal @ u diperhatikan adalah:

untuk menyerahkan dan melepaskan haknya.
gKuta

agal as untuk kepentingan umum memerlukan

pertama dilakukan dengan cara musyawarah dengan para pemegang hak atas

tanah.’

Untuk mengantisipasi keberadaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
dibutuhkan adanya suatu landasan hukum bagi pemerintah untuk mengawasi
berbagai kesulitan pertanahan, ketika pemerintah menjalankan atau membuka

berbagal proyek pembangunan sesuai dengan program yang dijalankan melaui

2 Abdurrahman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), Him. 1-2.
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Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Dalam rangka pengadaan tanah
untuk pembangunan maka dapat ditempuh dengan melaui salah satu sarana
hukum sebagai berikut, yaitu antaralain:

a. Permohonan hak atas tanah negara

b. Pembebasan tanah

C. Hibah tanah untuk pemerintah
d. Pencabutan hak S
Hal ini dapat ditempuh dengan cara pengadaan tanah tergantun tiga
hal yaitu status hukum hak ates tanah yang di ukﬁ% ak yang
memerlukan tanah dan ada atau tidaknya persediaan t untuk pembangunan
yaitu dengan cara mel epaskan hak atas tanahnya.’

Untuk pelaksanaan lebih teknis mem beberapa-alternatif untuk
menghindari terjadinya konflik dalam%eng tan kepentingan

id askan hak atas

[ balan dalam bentuk

5
diatur dalam Pengaturan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan

n 1993 tentang ganti rugi dan bentuk ganti rugi, maka pelaksanaannya

Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pada bagian

ketiga mengenai Pelaksanaan Musyawarah dan Penetapan Bentuk dan Besarnya

3 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan Il Penyelesaian
Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi
Pemerintah,( Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003), HIm. 121.
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Ganti Kerugian pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Negara
Agraria/lK epala Badan PertanahanNasional Nomor 1 Tahun 1994.

Dalam hal melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum
dengan cara pengadaan tanah ini tentunya diperlukan panitia pengadaan tanah

yang mana panitiaini dibentuk untuk membantu pelaksanaan pembangunan untuk

Nomor 55 Tahun 1993 pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasa % Panitia inidibentuk
oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat | dan disetiap Kabu d

Daerah Tingkat 1l yang mana susunan Panitia Peng
Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 ‘sedang tugas Panitia

Pengadaan Tanah ini ada pada Pasal 8 tusan Presi Nomor 55 Tahun
1993.
Dalam melaksanakan tugasnya ;%Jeng tan erlandaskan

alas tm@% kan pada saat
eg

pada prinsip, penghormatan terha

pelepasan atau penyerahan hak h tanah tidak merasa

keberatan dan terpaksa mel h dimaksudkan untuk menjaga
agar supaya panitia p idak i sewenang-wenang dalam hal
pengambilali dari I atas tanah yang bersangkutan.
Untuk itu Negara seb emeg terhadap bumi, air, dan kekayaan
yang t dung dida asmempunyal  kewagjiban untuk mengatur
emilikan, penggunaancdanspemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat hal
dengan ke Shtu ang menyatakan bahwa semua tanah diseluruh

kedaulatan bangsa dan dipergunakan untuk

Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPA berbunyi:

Pasal 2 ayat (1):

"Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai
organisas kekayaan seluruh rakyat."

Tinjauan yuridis..., Luh Heny Febriyanti Rahayu, FH Ul, 2010.



Pasal 2 ayat (2):

"Hak menguasali dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberikan
wewenang untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan

pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara oQrang-orang
dengan bumi, air, dan ruang angkasa;

c. Mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum

s
N

.\\‘- tanah yang dimiliki oleh pemerintah sangat

~ el akutkan pelepasan hak atas tanah milik masyarakat. Peralihan

KM as'tanah ini dilakukan dengan cara pel epasan atau penyerahan
hak atas tanah, yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat yang tanahnya
terkena proyek pembangunan jalan tol dengan Badan Usaha Milik Negara dalam
hal ini adalah PT. Jasa Marga. Untuk pembangunan jalan tol Ulujami, dilakukan
mengingat bahwa kelancaran lalu lintas kegiatan ekonomi,sosial, dan kegiatan

lainnya di wilayah DKI Jakarta memerlukan adanya pengembangan secara terarah

yaitu dengan cara pembangunan jalan untuk kepentingan umum. Pembangunan

4 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum
Tanah, (Jakarta: Djambatan, 2002), HIm. 31.
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jaan tol Ulujami dibangun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakartay, Nomor 195 Tahun 1992, tentang Penguasaan
perencanaan/peruntukkan bidang tanah untuk pel aksanaan
pembangunan/pel ebaran jalan bebas hambatan (tol) dari Jalan Meruya llir sampai
dengan Jalan Ciputat Raya yang terletak di kelurahan Meruya Udik, Kelurahan

Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan. D

dari Gubemur Kepala Daerah Khusus |bukota Jakarta
Sekwilda dibentuklah suatu kepanitiaan unt el akukan p aan tanah.

Kasus ini menarik untuk diangkat men Sal
pelaksanaan pelepasan hak atas tanah%%begi 3t i
pelaksanaan pelepasan atau p y@as t
masyarakat, disebabkan harga -w ditetapk alui Surat Gubemur
Propinsi DKI Jakarta tidak iereka inginkan. Padahal

menurut idealnya m mau an hak atas tanahnya untuk
kepentingan ~hal ai % 6 UUPA, yang menyatakan

bahwa

pada harga yang diinginkan oleh mereka. Untuk itu, masyarakat yang merasa
tidak puas akan besarnya ganti kerugian yang diberikan oleh P2T melakukan
suatu upaya hukum dengan cara mengaj ukan keberatan banding kepada Gubernur.
Padahal proyek tersebut harus tetap berjalan sebagaimana yang direncanakan.
Akan tetapi disini Gubernur melakukan tindakan yang menguatkan Surat
Keputusan (SK) Walikota Jakarta Selatan dengan bertahan pada harga yang telah
ditetapkan oleh P2T, sehingga masyarakat terpaksa mengambil ganti kerugian
terhadap tanah yang dilepaskan untuk proyek pembangunan jalan tol tersebut di

Tinjauan yuridis..., Luh Heny Febriyanti Rahayu, FH Ul, 2010.



10

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diberikan oleh P2T kepada masyarakat
yang melepaskan hak atas tanahnya melalui kas Panitera Pengadilan Jakarta
Selatan yang dikenal dengan istilah Konsinyasi .Sedangkan konsinyasi itu
merupakan ganti kerugian yang hanya diberikan dalam hal perjanjian utang

piutang, dimana pihak yang berpiutang tidak diketahui keberadaannya sehingga

pihak yang melunasi hutangnya menitipkan pembayaran hutang kepada lembaga
Jakarta Selatan menimbulkan kesan semacam pemaksaan
tanah itu hanya bisa menyetujui sgja.

Berdasarkan paparan diatas maka sangat menarik bagi, penulis untuk
mengkaji dan menelaah hal tersebut normatif mengena pelaksanaan

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pemb an\untuk k tingan umum.

Berkenaan dengan materi latar bel g it gat I penulis
menysjikannya dalam bentuk tulisan yang berjudul: @
TINJAUAN YURIDIS TE DAR__PEMB N%N JALAN TOL

ULUJAMI JORR (JAKART R AD) KOTAMADYA

JAKARTA SELATA %

N
|.2. Pokok masalah

g %ﬂg di atas maka dapat diidentifikasikan

3. Bagaimana ganti rugi pihak yang terkena pengadaan tanah untuk Jalan Tol
Ulujami?
4. Upaya hukum apa yang diambil dalam menyel esaikan pelaksanaan pengadaan

tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ulujami?
[.3. Metode pendlitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian ini mengacu dan berbasis pada
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analisis norma hukum dengan tujuan untuk menentukan kebenaran berdasarkan
logika keilmuan dari sisi normatifnya dalam bentuk peraturan perundang-
undangan. Hal ini disebabkan oleh karenatitik tolak penelitian ini adalah analisis
terhadap Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Adapun data dan informas yang dibutuhkan dalam penelitian i alah data
sekuder dan data primer. Untuk data sekunder dapat d'@erol S
kepustakaan (penelitian kepustakaan),” yaitu yang bersumber dari

peraturan perundang-undangan;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-bu
laporan penelitian; dan

c. Bahan hukum tersier, yang meliputia m
dan kamus, serta ensiklopedi
primer dan sekunder.

Untuk memperkuat d
wawancara terhadap n

Tanah Bagi P %
digunakan dalam pen an d analisis data yang digunakan adalah
metode> kualitatif, dimana %@I berlandaskan atas penafsiran empiris
terhadap peristiwa yang terjadi-dan-berkembang di masyarakat.

m ika Penulis

tuk mempermudah dan memberikan arah penulisan serta agar terlihat
adanya rangkaian tulisan yang tersusun dengan serasi dalam suatu kesatuan yang
tidak terpisahkan makatulisan ini dibuat dengan sistimatika seperti dibawah ini:
BAB | PENDAHULUAN

Bab | merupakan suatu bab pendahuluan yang dibagi dalam empat sub
pembagian ini diperlukan untuk menjelaskan latar belakang permasalahan, pokok

permasal ahan, metode penulisan dan sistimatika penulisan.

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2001), Him.12
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BAB Il TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN TOL

ULUJAMI JORR(JAKARTA OUTE RING ROAD) KOTAMADYA JAKARTA

SELATAN

[1.1. Teori Umum

Konseps hukum tanah di Indonesia, hak-hak penguasaan atas tanah, berbagal cara

untuk memperoleh tanah, aspek-aspek hukum pengadaan tanah.

[1.2. Pembangunan Jakarta Outer Ring road (JORR) S

Kronologis jalan tol Ulujami untuk kepentingan umum, tat p anah

untuk pembangunan jalan tol Ulujami, masalah @%ﬁ;\nw
anti\rugi

pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol uluy pihak yang

terkena pengadaan tanah untuk jalan tol an, upaya hukum yang ditempuh
dalam pel aksanaan pengadaan tanah untuk jal
[1.3. Andisaterhadap permasalah huku

Andisis terhadap tata cara perol
terhadap masalah-masalah

pembangunan jalan tol uluj

%m apa yang diambil dalam

untuk pembangunan jalan tol

tanah untuk jalan tol
menyel esaik
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